
 
 

KEPALA DESA MAJASTO 

KECAMATAN TAWANGSARI 

KABUPATEN SUKOHARJO 
 

KEPUTUSAN KEPALA DESA MAJASTO 
Nomor : 410/27/IX/2022 

TENTANG  

TIM PENYELENGGARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA 

(MUSRENBANGDES) TAHUN 2022 

KEPALA DESA MAJASTO, 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka memadukan perencanaan 
pembangunan Desa Majasto Kecamatan Tawangsari yang 
partisipatif dan demokratis, dipandang perlu 
melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

Desa Majasto Tahun 2022; 

  b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu 

dibentuk Tim Penyelenggara Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Desa Majasto Tahun 2022; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu 

menetapkan Keputusan Kepala Desa; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 

mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 

Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 2757); 

  2. Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 2004  tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

SALINAN 



 

  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Udang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6321); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang 

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 

tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

  8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 10); 



  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

961); 

  12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 

Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Nomor 9); 

  13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 

Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 

Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 

14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 

Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 

Nomor 254); 

  14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 

2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Nomor 230); 

  15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 

2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Nomor 298); 

  16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 

tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal 

Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di 

Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45); 



  17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9); 

  18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 

tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40); 

  19. Peraturan Desa Majasto Nomor 8 Tahun 2018 Tentang 

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa 

Majasto Tahun 2018 Nomor 5); 

  20. Peraturan Desa Majasto Nomor 4 Tahun 2019 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun  

2018-2024 (Lembaran Desa Majasto Tahun 2019 Nomor 

4, Tambahan Lembaran Desa Majasto Nomor 3); 

 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  :   

PERTAMA  : Membentuk Tim Penyelenggara Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)             

Desa Majasto Tahun 202 dengan susunan sebagaimana 
lampiran Keputusan ini; 

KEDUA  : Tim Penyelenggara Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Desa Majasto 
Tahun 2022 mempunyai tugas sebagai berikut : 

1. Menampung aspirasi usulan – usulan hasil masukan 
Musrebangdes dan melakukan rekapitulasi; 

2. Membentuk para delegasi Desa Majasto untuk 
mengikuti Musrenbangcam; 

3. Membuat Berita Acara Musrenbangdes dan membuat 
Skala prioritas guna pedoman usulan pembangunan 
tahunan, untuk diajukan ke Musrenbangcam. 

KETIGA : Tim Penyelenggara Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Tahun 2022 
bertanggungjawab kepada Kepala Desa Majasto; 

KEEMPAT :  Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa Majasto Tahun Anggaran 2022; 

KELIMA :  Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Majasto 
pada tanggal 30 Agustus 2022 

KEPALA DESA MAJASTO, 
 
 

     ttd 

 
           RUDI HARTONO 



 
LAMPIRAN 
KEPUTUSAN KEPALA DESA MAJASTO 
NOMOR : 410/27/VIII/2022 

  TENTANG 
  TIM PENYELENGGARA MUSYAWARAH  
  PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA  

  (MUSRENBANGDES) TAHUN 2022 

 
 

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA 

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES) 

DESA MAJASTO, KECAMATAN TAWANGSARI, KABUPATEN SUKOHARJO  

TAHUN 2022 
 

 

NO 
 

NAMA 
 

JABATAN 
KEDUDUKAN 

DALAM TIM 

 

KET 

1 2 3 4 5 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 

RUDI HARTONO, SH 

MUJIONO 

KUSTRI RAHMADI, A.Md 

SITI QOIMAH 

SRI WAHYUNI, M.Kes 

SRIYANTO 

AGUS WARSONO 

EDI SANTOSO 

WIYADI 

 

Kepala Desa 

Kasi Kesejahteraan 

Sekretaris Desa 

Kaur Keuangan 

Kaur Perencanaan 

Kadus I 

Kadus II 

Kadus III 

Kadus IV 

Penanggungjawab 

Ketua 

Sekretaris 

Bendahara 

Seksi Acara 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

 

 

 

 

 
KEPALA DESA MAJASTO, 

 
 

       ttd 

 
        RUDI HARTONO 

 


